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TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM
PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA UNTUK HIDUP
DALAM LINGKUNGAN YANG BAIK DAN
SEHAT

Jalaluddin

Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Antasari dalam Mata Kuliah
Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Obviously such a way for the whole nation of Indonesia, that
the State has provided a constitutional guarantee to every citizen to
live in a good and healthy environment. Settings know protection
is confirmed in the 1945 Constitution as well as in sectoral laws.
However, at the level of implementation in the midst of people’s
lives, the State, in the case of noodles the government does not seem
serious to satisfy the constitutional rights of citizens of the State
in this environment. Though the State not only has the obligation
to respect (to respect) the human rights internationally recognized,
but also berkewaj Iban make sure (to Ensure) enforcement of these
rights within their jurisdiction. That means that the state is obliged
to take precautions to prevent human rights abuses within their
jurisdiction. Including the State should better protect the rights of
its citizens than on the interests of the corporation.

Kata kunci: Tanggung jawab Negara, hak asasi manusia, lingkungan
yang baik dan sehat.
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PENDAHULUAN

Sejak Negara Indonesia didirikan pada tanggal 17
Agustus 1945 ia telah mendeklair untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Hal itu dinyatakan dengan sangat jelas dalam mukaddimah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945). Dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945
itu ditegaskan, bahwa bangsa Indonesia merdeka bertujuan
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut sebenarnya adalah
tugas paling pokok yang harus diwujudkan oleh Negara,
dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia.

Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia makin sadar,
salah satu wujud perlindungan itu dirumuskan melalui
perlindungan lingkungan bagi setiap warga Negara
sebagaimana dinyatakan dalam batang tubuh UUD 1945.

Saat ini, dapat diamati bahwa realisasi perlindungan
yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum menampakkan hasil
yang memuaskan. Dari rezim Orde Lama sampai sekarang
usaha perlindungan itu belum sungguh-sungguh dilakukan.
Walaupun pengaturan hak warga Negara untuk hidup
dalam lingkungan yang baik dan sehat itu sudah dirumuskan
dengan tegas dalam Pasal 28H UUD 1945, Pasal 9 ayat (3)
UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-
Undang sektoral lainnya.

Namun pada realitas kehidupan, masyarakat Indonesia
begitu banyak yang hidup dalam lingkungan yang tidak baik
dan tidak sehat. Seperti lingkungan yang tercemar limbah
beracun yang dapat membahayakan kesehatan mereka,

“____/
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bahkan mengancam eksistensi keberlangsungan kehidupan
masyarakat tersebut.

KEPERLUAN MANUSIA KEPADA LINGKUNGAN
YANG BAIK DAN SEHAT

Dari berbagai teori etika lingkungan yang berbeda cara
pandang dalam menghadapi suatu permasalahan, namun
semua teori etika lingkungan tersebut mengakui adanya hak
dari alam untuk diakui dan dihormati.!

Antroposentrisme menghormati alam karena kehidupan
manusia bergantung pada kelestarian dan integritas alam,
sebaliknya biosentrisme dan ekosintrisme beranggapan
bahwa manusia secara moral wajib menghormati alam semesta
dengan segala isinya karena manusia merupakan bagian dari
alam. Alam mempunyai hak dihormati tidak hanya karena
manusia bergantung pada alam, tetapi kenyataan ontologis
bahwa manusia bagian integral dari alam. Manusia adalah
anggota komunitas ekologis.

Tidak ada satu pun makhluk di permukaan bumi ini yang
dapat berdiri sendiri, semuanya saling ketergantungan dan
memerlukan. Demikian juga tentang kesehatan, kebaikan,
dan kesejahteraan manusia berkaitan erat dengan lingkungan
hidupnya. Hubungan manusia secara timbal balik dengan
lingkungan hidup itu berlangsung sejak manusia dalam
kandungan ibunya, kemudian lahir dan sampai ketika akhir
hayatnya.

Perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup fisik
maupun biologik dapat berpotensi mempengaruhi setiap
fase kehidupan manusia. Walaupun lingkungan hidup bukan
satu-satunya yang dapat mempengaruhi kesehatan dan

1 A Sonny Kerap, “Etika Lingkungan Hidup”, Jakarta, Kompas, 2010, hlm. 5-6.
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kesejahteraan manusia, namunia memilikiarti penting®karena
dalam lingkungan hiduplah semua kehidupan manusia dan
makhluk lainnya berlangsung.

Sebagai makhluk hidup, manusia dalam ekosistem
bersifat imanen yaitu mempunyai kedudukan yang sama
dengan makhluk lainnya di permukaan bumi ini. Namun di
samping itu, sebenarnya manusia di dalam kehidupaninijuga
bersifat transenden (exclusive) yaitu manusia bertanggung
jawab lebih besar dari pada makhluk lainnya.

Walaupun manusia dalam lingkungan hidup bersifat
imanen dan transenden, namun seringkali pemusatan
perhatian pada manusia ini menimbulkan subyektivitas yang
berlebihan tentang peranan, pengaruh dan dominasi manusia
dalam lingkungan hidup. Berdasarkan pengenalan tentang
liku-liku dan seluk beluk lingkungan hidup, jelaslah manusia
sampaisaatinitelahmengelolasecarasepihak. Manusiadengan
kecenderungan dan perhatian yang besar kepada pencapaian
kebutuhan sendiri dalam waktu yang pendek, bersikap sangat
eksploitatif dan tanpa disadari mengelabui diri sendiri karena
berbagai kegiatannya. Selanjutnya dalam masa yang panjang
akan meracuni kelangsungan dan kesejahteraan manusia
sendiri. Terlihat bahwa manusia memandang kebutuhan dan
kepentingannya di atas segalanya dalam kehidupan ini.

Fakta pokok yang menjadi masalah global adalah
pengembangan teknologi yang sifatnya mencemari
lingkungan hidup (polluting technology), mendorong konsumsi
kemewahan (affluent consumption), dan meraup sumber daya
alam tanpa memperhitungkan dampaknya bagi masa depan
(eksploitating technology). Manusia merupakan faktor utama
sebagai penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan
hidup.?

2 Syahrul Mahmud, Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia, ( Bandung :

Mandar Maju, 2007), hlm. 1.
3  A. Sonny Keraf, Op. Cit., hlm. 1-2.

/__/
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Dengan perilaku manusia seperti itu maka fenomena
alam yang luar biasa terjadi di mana-mana dalam beberapa
dekade terakhir ini. Fenomena alam itu seperti perubahan
cuaca yang sangat ekstrem disertai banjir besar, tanah longsor,
badai topan, dan kekeringan. Hal itu merupakan petunjuk
dari terjadinya perubahan lingkungan hidup secara global
yang mengancam kehidupan manusia sendiri.!

Sebaliknya, yang dikehendaki adalah lingkungan
hidup yang bersih, yaitu lingkungan hidup yang bebas dari
segala degradasi yang dapat mengancam kelestarian hidup,
kesehatan, penghidupan, kesejahteraan masyarakat dan
pembangunan.’

Lingkungan hidup yang bersih akan mewujudkan
lingkungan hidup yang sehat. Namun jika perilaku manusia,
seperti diuraikan di atas, tidak dapat dikendalikan maka
lingkungan hidup yang bersih dan sehat tidak akan dapat
lagi diwujudkan. Justru sebaliknya kerusakan lingkungan
hidup semakin parah dan semakin mengganggu umat
manusia dalam memperoleh kebutuhan sebagai manusia
(kebutuhan manusiawi). Dengan perkataan lain bila kondisi
lingkungan hidup menjadi rusak maka manusia tidak akan
dapat memenuhi hak-haknya dan menjalankan kewajiban-
kewajibannya. Di sinilah peran dan tanggung jawab
Negara, dalam hal ini pemerintah, untuk mewujudkan hak
konstitusional setiap warga Negara untuk hidup dalam
lingkungan yang baik dan sehat.

4 Syahrul Mahmud, Op., Cit,, hlm. 3.
5 RoniGiandono dan Yulia Pasha, Hak Atas Lingkungan (Sebuah Kajian Prinsip-
Prinsip HAM dalam Instrumen Nasional, (Jakarta : Komnas HAM, 2005), hlm. 2.
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PENGATURAN HAK SETIAP WARGA NEGARA
UNTUK HIDUP DALAM LINGKUNGAN YANG BAIK
DAN SEHAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Dampak perubahan iklim dirasakan secara global
sebagai kondisi yang dapat mengalienasi manusia dari
kehidupan esensialnya, yakni kemartabatan manusia sebagai
manusia. Bagi masyarakat Indonesia, perubahan iklim global
mempengaruhi hampir seluruh tatanan kehidupan. Kenaikan
suhu bumi secara fundamental boleh mengakibatkan
permukaan air laut meninggi. Kalau itu yang terjadi, maka

laut tidak lagi sanggup menampung airnya. Hal itu akan
menyebabkan banjir di daratan. Persoalan lainnya adalah

kemungkinan penyakit tropis yang semakin kuat bertahan di
daerah endemik.®

Telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945
sebagai konstitusi Negara Indonesia telah mengakui hak
lingkungan sebagai hak asasi manusia. Hal itu ditegaskan
dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Dasar merupakan norma utama (ground
norm) dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kepadanyalah semua isi peraturan perundang-undangan
mengacu. Baik undang-undang maupun peraturan di bawah

‘undang-undang.

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (3) yang
berbunyi “setiap orang berhak atas lingkungan yang baik
dan sehat”. Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang

6  Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan dan Pembangunan, (Jakarta °
Djambatan, 2004), hlm. 425.

/_____/
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Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 menegaskan
bahwa, “lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia
dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk
hidup yang lain”., Dari konsep ini kemudian muncul
istilah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan
lingkungan. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut dalam Pasal 1 ayat
(3) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan dan
berwawasanlingkungan ituialah “upaya sadar dan terencana,
yang memadukan lingkungan, termasuk sumber daya, ke
dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan,
kescjahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan
generasi masa depan”.

Pasal 5 Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air menyatakan bahwa, “negara menjamin hak
setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang
schat, bersih, dan produktif”.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 5 ayat (1)
dinyatakan “setiap orang mempunyai hak yang sama atas
lingkungan yang schat dan baik”. Hak tersebut, sebagaimana
dinyatakan dalam ayat (2), berkaitan pula dengan hak
atas informasi lingkungan dan peran dalam pengelolaan
lingkungan hidup. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-
Undang No. 23 tahun 1997 tersebut dinyatakan bahwa
“hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu
konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan
lingkungan hidup yang berlandaskan asas keterbukaan.
Hak atas informasi lingkungan akan meningkatkan nilai
dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan
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hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat
untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan yang baik
dan sehat. Informasi lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam ayat ini dapat berupa data, keterangan atau informasi
lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan
yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk
diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai
dampak lingkungan, laporan dan evaluasi hasil pemantauan
lingkungan, baik pemantauan penataan maupun pemantauan
perubahan kualitas lingkungan dan rencana tata ruang”.

Undang-undang tersebut telah memberi peluang yang
sangat luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam
pengelolaan lingkungan. Hal itu dimaksudkan agar hak-
hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat benar-
benar dapat dipenuhi. Demikian juga dalam Undang-undang
No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan
Lingkungan, umpamanya Pasal 44 menyatakan “setiap
penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat
nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan
fungsi lingkungan dan prinsip perlindungan dan pengelolaan
lingkungan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undangini”. Pasal47 ayat (1) undang-undang tersebut
menyatakan “setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan,
ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau
kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis
risiko lingkungan”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) menyatakan
“setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan
yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan
hidup”.

Sebagai hak, maka pasal itu menunjukkan bahwa
informasi lingkungan hidup merupakan suatu hak masyarakat
untuk dipenuhi dalam bidang pengelolaan lingkungan. Pasal

‘//
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